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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 70 TAHUN  2018 

TENTANG 

PENANGGUHAN PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 

61 TAHUN 2018 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  

DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa Walikota Probolinggo telah mengeluarkan 

kebijaksanaan penggabungan sekolah dasar negeri dengan 

menerbitkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 61 Tahun 

2018 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota 

Probolinggo Tahun 2018 yang berlaku pada saat 

diundangkannya pada tanggal 23 Mei 2018; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan dengan memperhatikan Surat Kepala Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo kepada 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo 

tanggal 3 Juli 2018 Nomor : 800/1739/425.103/2018, 

dipandang perlu untuk menangguhkan pelaksanaan Peraturan 

Walikota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2018 tentang 

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo 

Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia 

Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5157); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Menengah 

Pertama/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota; 
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 

Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah; 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Probolinggo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6); 

20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86); 

21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2017 Nomor 127), sebagaiamana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 

Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 

Nomor 51); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGUHAN 

PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 

61 TAHUN 2018 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR 

NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018. 

 

Pasal 1  

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa menangguhkan pelaksanaan 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penggabungan 

Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2018, sehingga sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018. 

     

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya. 

 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

Pada tanggal 3 Juli 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal 3 Juli 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 70 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 


